 KEPUTUSAN MENTERI DALAMNEGERI
NOMOR : 12 TAHUN 1990

TENTANG

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang
: a.   bahwa dalam rangka pelaksanaan  tertib Administrasi dan penghematan keuangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri perlu diadakan langkah - langkah kebijaksanaan antara lain mengadakan penataan dibidang perjalanan dinas.

b. bahwa perjalanan dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri telah diatur dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1974 dirasakan tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan.

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas makaperlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perjalanan Dinas.

Mengingat
: 1.  Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok  Pemerintah di Daerah .

2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  22 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1986 tentang Uraian Tugas Departemen Dalam Negeri .

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Memperhatikan
: Surat Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 Nomor B-296/MK/I/4/197 perihal ketentuan-ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri .

MEMUTUSKAN

Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PER- JALANAN DINAS .
Pasal  1

Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan negara dan apabila tidak dapat digunakannya sarana komunikasi lain yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil yang semaksimal mungkin serta biaya yang sehemat-hematnya.       

Pasal  2

Yang dapat melakukan perjalanandinas adalah Pegawai Negeri Sipil dan pejabat /Tenaga sipillainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
Pasal  3

Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pegawai yang bersangkutan harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.
Pasal  4

Besarnya Lumsum yang diberikan untuk biaya perjalanan dinas mempedomani ketentuan yang berlaku. 

Pasal  5

(1). Bagi Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri SPT dan SPPD ditanda-tangani oleh Menteri Dalam Negeri, atau dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri.
(2). Bagi Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri SPT dan SPPD ditanda-tangani oleh Pejabat Eselon I dalam Komponen masing-masing atau dalam hal Pejabat dimaksud berhalangan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Meneteri Dalam Negeri.

(3). bagi Pejabat Eselon III, IV dan Tenaga Sipil lainnya dilingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri, SPT dan SPPD ditanda-tangani oleh Pejabat Eselon I dalam komponen masing-masing dalam hal pejabat tersebut berhalangan maka SPT dan SPPD ditanda-tangani oleh Sekretaris Komponen untuk masing- masing  Komponen, oleh Wanakum untuk lembaga Pemilihan Umum, oleh Pembantu Rakot II untuk Institut Ilmu Pemerintahan dan oleh Kepala Biro Umum untuk Sekretariat jenderal.
Pasal 6

(1). Bagi Pejabat Eselon II Unit Dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri di Wilayah Propinsi Dati I, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, atau dalam hal berhalangan oleh Sekwilda Tingkat I atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(2). Bagi Pejabat Eselon II Unit Dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekwilda Tingkat I yang bersangkutan atau dalam hal berhalangan oleh Kepala Unit yang bersangkutan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

(3). Bagi Pejabat Eselon IV dan Tenaga Sipil lainnya pada Unit Dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Unit yang bersangkutan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 7

Bagi Para Pejabat Pemerintah Daerah Tingkat I yang melakukan Perjalanan Dinas, SPT dan SPPD diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dengan mempedomani keputusan ini.

Pasal 8

(1). Bagi Pejabat Eselon III Unit Dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang melakukan Perjalanan Dinas, SPT dan SPPD ditanda-tangani oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, atau dalam hal berhalangan oleh Sekwilda Tingkat II yang bersangkutan atas nama Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
(2). Bagi Pejabat Eselon IV dan Tenaga Sipil lainnya Unit Dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri di Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang melakukan Perjalanan Dinas, SPT dan SPPD ditanda-tangani oleh Sekwilda Tingkat II yang bersangkutan, atau dalam hal berhalangan oleh Kepala Unit  yang bersangkutan atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 9

Bagi Para Pejabat Pemerintah Daerah Tingkat II yang melakukan Perjalanan Dinas, SPT dan SPPD diatur oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Iiybs dengan mempedomani keputusan ini.

Pasal 10

Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan II kebawah hanya dimungkinkan untuk tenaga tehnis seperti Sopir Ajudan, atau sejenisnya atas izin Pejabat yang berhak menanda tangani SPT dan SPPD.

Pasal 11

Dalam menetapkan biaya angkutan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri dan Pejabat/Tenaga Sipil lainnya dilingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri untuk wilayah Pulau Jawa digolongkan berdasarkan jenjang kepangkatan Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagai berikut:
a. Bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan Pejabat/Tenaga Sipil lainnya yang disamakan golongannya dapat menggunakan Pesawat Udara;

b. Bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Pejabat/Tenaga Sipil lainnya yang disamakan golongannya kebawah menggunakan sarana angkutan darat, kecuali ditentukan lain oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri baik di Pusat maupun di Daerah, termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD baru dapat dilakukan, apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan Perjalanan Dinas dalam keputusan ini, berlaku bagi Perjalanan Dinas baik yang dibebankan pada Anggaran Rutin dan Pembangunan.

Pasal 14

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap, untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu dan tempat tujuan yang sama.

Pasal 15

Pejabat yang melakukan Perjalanan Dinas selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan Perintah Perjalanan dinas.

Pasal 16

Bagi Pejabat yang telah kembali dari melakukan perjalanan dinas, diwajibkan menyelesaikan pertanggung jawaban keuangan yang dipergunakannya, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu kepada pejabat yang berwenang mengurus keuangan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 17

Para Pejabat yang telah diberi kewenangan untuk menerbitkan SPPD dalam keputusan ini, bertanggung jawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak perlu.

Pasal 18

Selain ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Keputusan ini berlaku segala ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 Nomor : B-296/MK/I/4/1974, tentang ketentuan-ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri dengan perubahan peraturan atau penggantinya.

Pasal 19

Bentuk Formulir SPPD dalam lingkungan kantor Pusat Departemen dalam Negeri termuat dalam 1 (satu) lembar sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Pasal 20

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Pebruari 1990

MENTERI DALAM NEGERI

RUDINI

